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THE strategy of Eastern Indonesia’s development is based on the abundant of natural resources in
some provinces, small number of population with unequal distribution, and government commitment
in development equity. The strateqy of Eastern Indonesia‘s development is a hierarchical policy from
micro level, meso level to macro level. Micro strategy is intended to recognize and fulfilf the basic
needs, help the economic of the region fo be self-sufficient and enhance local export. Meso strategy
is intended to recognize the physical and economic correlation among the provinces to create in-
terregional development centers in the related area. Mean while the macro strategy is focused more
on the the development of transportation infrastructure, natural resources utilization and environ-

mental preservation, increase private participation, strengthening government and public agencies
including the involvement of univresities in order to increase the quality of human resources in

Eastern Indonesia

Pendahuluan

Selama PJP |, sudah banyak hasil pembangu-
nan yang dinikmati bersama, antara fain be-
rupa meningkatnya kemakmuran bangsa serta
keberhasilan dalam menangulangi masalah ke-
miskinan. Namun disadari pula, masih banyak
masalah yang harus diselesaikan. Salah satu
diantaranya adalah masih terdapatnya kesen-
jangan antardaerah yang dalam beberapa ka-
sus diyakini sebagai konsekuensi pesatnya
proses pertumbuhan ekonomi negara.

Sejalan dengan keberhasilan dalam mening-
katkan taraf kesejahteraan masyarakat, peme-
rintah pada masa sekarang memberikan per-
hatian lebih besar pada pembangunan daerah-
daerah yang masth tertinggal, khususnya di ka-
wasan timur Indonesia (KT1).

Hal ini merupakan tantangan pembangunan
yang harus dihadapi, mengingat masaiah ke-
senjangan tersebut dapat mengancam kesa-
tuan dan persatuan bangsa serta menyulitkan
dalam melaksanakan pembangunan ekonomi
nasional yang berlandaskan pemearataan.

Pemerintah juga menyadari, bahwa kendala-
kendala pembangunan seperti kurangnya ke-

tersediaan prasarana dan sarana dasar eko-
nomi, terbatasnya kuantitas dan mutu sumber
daya manusia, serta kendala geografis yang
relatif terisolir merupakan masalah utama bagi
pengembangan KT|. Kawasan ini jelas butuh
beberapa perlakuan yang bersifat khusus, di
antaranya perlu diberikan paket-paket insentif
untuk pengembangan kawasan tersebut.

Tantangan utama pembangunan daerah dalam
rangka mengurangi isyu disparitas tersebut
dalam Repelita VI dan PJP Il medatang adalah
dengan lebih menyerasikan laju pertumbuhan
ekonomi antara daerah yang telah relatif maju
yang didukung oleh sektor industri dan sektor
modern lainnya dengan daerah yang relatif
tertinggal yang masih relatif didominasi oleh
sektor pertanian tradisional. Wilayah yang per-
tama akan membutuhkan dukungan untuk da-
pat meningkatkan pengembangan sektor in-
dustrinya, sedangkan untuk wilayah yang relatif
masih tertinggal akan membutuhkan dukungan
dana pembangunan untuk kepentingan peme-
rataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tan-
tangan pembangunan tersebut pada kenyata-
annya akan lebih berat lagi mengingat hahwa
masih harus mencapai sasaran-sasaran pem-
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bangunan nasional lainnya yang harus dicapai
melalui pengembangan lebih lanjut dari proses
industrialisasi, kebijaksanaan substitusi impor
yang efektif, serta peningkatan promosi komo-
ditas ekspor nasional yang akan memberikan
dampak yang tidak selalu merata pada masing-
masing propinsi atau kawasan.

GBHN 1993 mengamanatkan perlunya menye-
rasikan laju pertumbuhan antardaerah serta
melaksanakan otonomi daerah yang nyaia, se-
rasi dan bertanggungjawab dalam suatu kesa-
tuan Wawasan Nusantara. {mplikasinya ada-
iah, kebijaksanaan pembangunan daerah tidak
sekedar memberi kompensasi alokasi finansial
pada propinsi atau kawasan yang relatif ter-
tinggal, tapi justru lebih difokuskan untuk me-
numbuhkan sikap kemandirian masing-masing
daerah untuk dapat mengelola dan mengem-
bangkan potensi sumberdaya yang dimitiki
demi kepentingan daerah bersangkutan khu-
susnya maupun kepentingan nasional, Hal ini
jelas bukan pekerjaan mudah, mengingat per-
bedaan kendala geografis antarkawasan/dae-
rah serta perbedaan antardaerah dalam jumlah
penduduk, tingkat pendapatan, jumiah dan mi-
tu sumberdaya manusia, serta potensi sumber
daya alam di masing-masing daerah.

Skenario R-2:
Mengurangi Kesenjangan Antara
Kawasan Barat Indonesia dan
Kawasan Timur indonesia

Dalam rangka merumuskan Hepelita VI nasio-
nal, Bappenas menggunakan 2 alternatif ske-
nario: R-1 dan R-2. Skenario R-1 adalah pen-
dekatan kebijaksanaan dengan asumsi distri-
busi investasi pemerintah dan swasta tidax
berbeda dari masa sebelumnya. Ekspor dari
tiap propinsi diperkirakan mengikuti pola yang
tidak berubah. Hasilnya adalah propinsi yang
relatif lebih maju akan mempunyai sasaran laju
pertumbuhan PDRB lebih tinggi atau sama
dengan rata-rata nasional, sedang propinsi di
wilayah KTl akan mempunyai laju pertumbu-
han lebin rendah dari rata-rata nasional. De-
ngan demikian, skenario R-1 iustru akan mem-
periebar kesenjangan antardaerah terutama
- antara kawasan barat Indonesia dengan KT1.

Kecenderungan tersebut jelas tidak mengun-
tungkan. Untuk itu, beberapa perangkat kebi-
jaksanaan dirancang untuk menyesuaikan pola
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tersebut menjadi suatu perencanaan pemba-
ngunan yang lebih merata. Hasilnya adalah
skenario R-2 yang didasarkan pada asumsi re-
orientasi investasi dan ekspor non-migas. De-
ngan beberapa perkecualian, pada umumnya
laju pertumbuhan ekonomi hampir pada selu-
ruh propinsi di wilayah KTl akan tumbuh lebih
tinggi dari tingkat sebelumnya. Sebagai hasil-
nya, skenaric R-2 menunjukkan bahwa pangsa
PDRB dari propinsi-propinsi tersebut diproyek-
sikan meningkat dari 16,4% menjadi 18,6%.

Asumsi yang mendasari kebijaksanaan di atas:

i. adanya realokasi pengeluaran pemerintah
dalam skenario R-2,

ii. diasumsikan nilai ekspor dari propinsi di tuar
Jawa akan meningkat cukup besar,

iii. investasi swasta akan lebih diarahkan ke
propinsi di luar Jawa. Secara keseluruhan,
skenario ini diperkirakan dapat mengurangi
tingkat kesenjangan antardaerah.

Sasaran laju pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 6,2%/tahun (termasuk migas) dan
6.9%/tahun {non-migas) selama Repelita VI
butuh investasi pembangunan Rp. 860 friliun
(termasuk change in stock/ perubahan dalam
inventory) atau Rp. 545 triliun (tidak termasuk
stok). Total investasi yang dibutuhkan untuk
KT! selama Repelita VI menurut skenario R-2
diperkirakan mencapai Rp. 84 triliun (termasuk
stok) atau Rp. 69,3 triliun (tidak termasuk stok).

Dengan demikian terlihat, bahwa dalam PJP I
yang dimulai Repefita Vi, propinsi di luar Jawa
khususnya di KTI akan diberikan fokus lebih
besar dalam alokasi investasi pemerintah. Se-
bagai contoh, dalam Repelita VI propinsi di KTl
akan memperoleh kenaikan pangsa investasi
pemerintah dari 26% (17.5% tidak termasuk
Kalimantan) pada 1993 menjadi 27,6% (18,7%
tidak termasuk Kalimantan) pada 1998. Pada
akhir PJP |l, pangsa yang diperoteh propinsi di
wilayah KT{ diperkirakan meningkat jadi sekitar
30% {21,2% tidak termasuk Kalimantan).

Skenaric percepatan pertumbuhan ekonomi
wilayah tertinggal juga menunjukkan adanya
reorientasi dari pangsa investasi swasta kepa-
da wilayah di luar Jawa. Sebagai hasilnya akan
terlihai bahwa pangsa investasi pemerintah di
Jawa akan menurun dari 73,6% pada awal Re-
pelita VI menjadi sekitar 71,7% pada akhir Re-
pelita VI, sedangkan pangsa investasi peme-
rintah wilayah KTi akan meningkat dari 11.4%
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menjadi 12,6% selama periode yang sama.
Untuk itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah
yang secara khusus diarahkan untuk dapat
meningkatkan peran serta investasi swasta pa-
da propinsi-propinsi di luar Jawa pada umum-
nya, dan khususnya di wilayah KTI.

Implikasi lain dari skenaric R-2 adalah p da
reorientasi ekspor nonmigas. Secara rata-rata,
kinerja ekspor diperkirakan tumbuh 12,2% per
tahun selama kurun wakiu Repelita VI. Ber-
dasarkan skenario pertumbuhan ekonomi ma-
kro nasional (R-1), kinerja pertumbuhan ekspor
akan masth bergantung pada propinsi-propinsi
di Jawa. Dengan adanya reorientasi investasi
pemerintah yang sekaligus ditkuti dengan pe-
ningkatan investasi swasta ke wilayah di luar
Jawa (R-2), maka kinerja ekspor wilayah di luar
Jawa diperkirakan akan meningkat. Dengan
demikian, peningkatan investasi pemerintah
pada wilayah di luar Jawa diharapkan akan
sekaligus - menciptakan iklim investasi yang
mendukung peningkatan ekspor nonmigas dari
wilayah tersebut. Khususnya untuk propinsi-
propinsi di wilayah KT, pertumbuhan ekspor
nonmigasnya diperkirakan sedikit lebih tinggi
dibanding rata-rata nasional.

Berdasar urajan itu, skenario percepatan per-
tumbuhan ekonomi wilayah tertinggal (R-2)
menunjukkan besarnya perhatian pemerintah
untuk lebih memeratakan pembangunan di luar
Jawa, khususnya KTI, melalui peningkatan
pangsa investasi pemerintah, sekaligus men-
dukung meningkatnya peranserta investasi
swasta dan kinerja ekspor nonmigas.

Pokok-pokokKebijaksanaan
Pembangunan Daerah Repelita Vi

Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan da-
erah dalam Repelita V| mencakup beberapa
upaya sebagai berikut:
a. melaksanakan otonomi daerah yang nyata,
serasi, dan bertanggungjawab;
b. pengembangan sektor-sektor unggulan se-
suai keunggulan komparatif dan keunggulan
kompetitif;
pengembangan usaha nasional:
pengembangan sumberdaya manusia;
penyebaran dan mobilitas penduduk;
meningkatkan pemerataan pembangunan
antardaerah, antarsektor, dan antar golong-
an ekonomi;
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g. penanggulangan kemiskinan;

h. pemanfaatan sumberdaya alam secara ie-
bih efektif dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup;

i. pembangunan prasarana dan sarana dasar
ekonomi: dan

j- pengembangan kawasan-kawasan andalan.

Pokok-pokok kebijaksanaan tersebut dija-
barkan secara lebih operasional lagi ke da-
lam program pembangunan yang meliputi:

- peningkatan kualitas aparatur pemerin-
tah daerah:

- Ppeningkatan kemampuan keuangan dae-
rah terutama dalam menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah;

- pembangunan dan peningkatan keterse-
diaan prasarana dan sarana dasar eko-
nomi;
pengembangan dunia usaha di daerah
terutama usaha skala kecil dan mene-
ngakh;

- peningkatan kualitas dan produktifitas te-
naga kerja; .
penataan ruang daerah;

- pengembangan kawasan-kawasan anda-
lan dan sektor-sektor unggulan;
peningkatan kualitas serta pelestarian
fungsi lingkungan hidup;
peningkatan pendapatan masyarakat;

- penumbuhan partisipasi aktif masyarakat
dalam pembangunan;
percepatan penanggulangan masalah
kemiskinan; seria
peningkatan kualitas pengelolaan kawa-
san perkotaan.

Strategi Pembangunan
KawasanTimurindonesia

Ada tiga pertimbangan pokok yang melandasi
kebijaksanaan pemerintah dalam memformu-
lasikan strategi pengembangan kawasan timur
Indonesia, yakni:

a. beberapa propinsi di kawasan timur Indo-
nesia merupakan daerah yang kaya akan
sumberdaya alam yang memiliki potensi
untuk dikembangkan, yang pada gilirannya
dapat pula dikembangkan menjadi kawasan
pusat-pusat pertumbuhan;

b. jumiah penduduk yang relatif sedikit dengan
penyebaran yang tidak merata dibanding-
kan |luas wilayah, merupakan "katup panga-
man” bagi program transmigrasi penduduk
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dari wilayah kawasan barat indonesia yang
relatif lebih padat;

c. adanya komitmen pemerintah untuk melak-
sanakan pembangunan yang memperhati-
kan aspek pemerataan dalam rangka mem-
perkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa faktor yang harus mendapatkan per-
hatian iebih mendalam dalam memformulasi-
kan strategi pengembangan KT1 adalah:

a. adanya keanekaragaman situasi dan kon-
disi daerah-daerah di KTt yang memerlukan
kebijaksanaan serta solusi pembangunan
yang disesuaikan dengan kepentingan se-
tempat (local needs), termasuk dalam pe-
rencanaan program dan kegiatan pemba-
ngunan daerah,

b. perfunya pendekatan pembangunan yang
dilaksanakan secara terpadu dan menggu-
nakan pendekatan kewilayahan, yang akan
lebih efektif dibanding pendekatan sektoral,

c. perencanaan proyek-proyek pembangunan
di daerah yang dilakukan oleh para ahli
community development harus memperhati-
kan serta melibatkan peran serla masya-
rakat setempat agar penemukenalan, pe-
rancangan, dan pelaksanaan proyek dapat
berjalan secara lebih efektif; serta

d. peningkatan dan pengembangan pertanian
yang tangguh dirasakan sangat penting un-
tuk dapat menanggulangi masalah kemis-
kinan di perdesaan maupun di perkotaan
melalui peningkatan pendapatan masyara-
kat khususnya dalam bidang agribisnis dan
agroindustri, serta penyediaan berbagai sa-
rana dan prasarana lapangan keria.

Strategi pengembangan KT pada dasarnya
merupakan langkah kebijaksanaan bertahap,
yakni: strategi tingkat mikro, meso, dan ma-
kro. Strategi tingkat mikro bertujuan mengi-
dentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar,
membantu daerah dalam pemandirian ekono-
mi, mengerahkan potensi ekspor daerah, se-
hingga dapat memberikan kontribusi terhadap
perekonomian nasional.

Selanjutnya strategi tingkat meso mengupa-
yakan identifikasi keterkaitan fisik dan ekonomi
antarpropinsi agar dapat diciptakan pusat-pu-
sat pengembangan antarwilayah di kawasan
yang bersangkutan. Beberapa kawasan yang
potensial untuk dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan wilayah KT antara lain adatah:
kawasan tanaman pangan di Sulawesi Sela-
tan. Memberamo. Sumbawa Utara, Kendar.
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Gorontalo: kawasan perkebunan skala besar di
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lrian Jaya;
kawasan industri perkayuan dan hutan tana-
man industri di Kalimantan, Irian Jaya dan Su-
lawesi: kawasan industri pengolahan bahan
tambang di Kalimantan, Sulawesi dan [rian
Jaya; kawasan peternakan di Nusa Tenggara
dan Irian Jaya; serta kawasan perikanan di Ma-
luku. Selain itu diupayakan pula pengemba-
ngan kota-kota prioritas sebagai pusat-pusat
ekonomi perkotaan dalam kawasan-kawasan
prioritas pengembangan sebagai suatu kesa-
tuan struktur wilayah, seperti pusat pertum-
buhan witayah nasional di Ujung Pandang, Ma-
nado, Pontianak, Banjarmasin, Kupang dan Ja-
yapura, serta pusat-pusat pertumbuhan antar
wilayah di Balikpapan, Samarinda, Palangka
Raya, Mataram, Dili, Ambon, Marauke, Sorong,
Paly, dan Kendari.

Sedangkan strategi tingkat makro lebib difo-
kuskan pada pengembangan prasarana trans-
portasi intra dan antarwilayah sebagai bagian
dari sistem transportasi nasional, pemanfaatan
sumberdaya alam secara tepat dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran-
serta swasta, penguatan kelembagaan peme-
rintah dan masyarakat termasuk peran serta
aktif dari kalangan perguruan tinggi sebagai
bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia di kawasan timur indonesia.

Paket Inseniif yang Diperlukan
dalam Pengembangan KTI

Prosedur periiinan investasi penanaman modal
di masa lalu dirasakan masih terlalu birokratis,
yang antara lain meliputi pula pembatasan-
pembatasan bidang usaha yang dapat dima-
suki serta berbagai persyaratan permodalan
tambahan. Prosedur tersebut akan lebih terasa
memberatkan bagi investasi yang akan dila-
kukan di iuar Puiau Jawa yang terutama di-
karenakan mekanisme dan prosedur petijinan
yang masih relatif terpusat. Paket deregulasi
perijinan investasi yang dikeluarkan pemerin-
tah pada pertengahan tahun 1980-an sebe-
narnya telah menyederhanakan prosedur dan
menghilangkan beberapa persyaratan ijin in-
vestasi yang tidak perlu. Selanjutnya melalui
paket deregulasi Juni 1994, telah diterbitkan
secara khusus untuk menarik investasi asing
dengan berbagai kemudahan yang diberikan.
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Meski paket deregulasi itu telah diluncurkan,
ditujukan untuk lebih mudahnya proses peri-
jinan investasi, namun pangsa investasi pena-
naman modal pada propinsi di wilayah KTI
masih relatif kecil untuk PMA maupun PMDN.
Tingkat penanaman modal yang relatif rendah
antara lain disebabkan, langsung maupun tidak
langsung, oleh pembatasan jenis usaha yang
boleh dimasuki para investor, juga disebabkan
masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur
dan dukungan kesiapan sumberdaya manusia
setempat yang penting bagi kegiatan investasi.

Belakangan ini pemerintah tetah tebih menye-
derhanakan lagi proses perijinan investasi pe-
nanaman modal terutama bagi investasi asing.
Kebijaksanaan deregulasi inipun tefah puia
mendesentralisasikan kewenangan perijinan
pada tingkat daerah dengan tujuan untuk dapat
lebih mempercepat proses perijinan dan per-
setujuan rencana investasi. Meski hingga saat
ini dirasa masih belum jeias, apakah paket de-
regulasi ini akan memberi dampak yang berarti
terhadap penanaman modal asing maupun do-
mestik di wilayah KTI, namun tampaknya tam-
bahan insentif yang dapat lebih menggairah-
kan iklim investasi harus terus diupayakan.

Meskipun paket deregulasi Juni 1994 telah
menghapuskan perlakuan khusus bagi kegiat-
an penanaman modal yang berlokasi di ka-
wasan timur Indonesia, namun diharapkan da-
pat diciptakan iklim investasi yang lebih bebas
untuk dapat meningkatkan kegiatan penana-
man modal nasional dengan memanfaatkan
keunggulan komparatif dan keunggulan kom-
petitif yang dimiliki oleh masing-masing dae-
rah. Di samping itu, penanaman modal di Jawa
dirasa sudah mendekati titik jenuh mengingat
terbatasnya lahan dan sumberdaya air bagi
penanaman modal baru, maka akan lebih tepat
apabila investasi penanaman modal berskala
besar khususnya di sektor pertanian dapat di-
relokasikan/dikembangkan pada daerah-dae-
rah di luar Pulau Jawa terutama di kawasan
timur Indonesia. Pengembangan agribisnis
mempurtyai prospek yang baik di wilayah KTl
terutama bagi investor yang berkecimpung da-
lam kegiatan usaha pertanian terpadu.

Pemerintah tetap mengusahakan paket insenti
bagi investor yang menanam modalnya di KTt,
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khususnya untuk mengurangi kendala seperti
lahan dan kondisi geografis. Pemerintah juga
akan terus berupaya memberikan insentif yang
menarik terutama pada bidang seperti trans-
portasi (khususnya perkapalan dan industri
maritim), perdagangan (termasuk penghapus-
an pembatasan ekspor), reformasi sektor keu-
angan (terutama sistem perbankan dan perkre-
ditan), sertifikasi tanah, ijin mendirikan bangu-
nan serta ijin lokasi, insentif perpajakan, pem-
bangunan prasarana, pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja, serta berbagai paket insentif lain-
nya untuk menggairahkan iklim investasi.

Selanjutnya, meski pun kita terbuka bagi pena-
naman modal dari sekior mana pun, namun
pertimbangan aspek pemerataan perlu dijadi-
kan esensi penting dalam strategi untuk me-
numbuhkan sikap dan jiwa kewiraswastaan
serta ketrampilan pengusaha daerah setempat.
Di samping itu pula, dirasakan periu untuk me-
ningkatkan partisipasi dan peranan wanita da-
lam proses pembangunan,
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